UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A ( UU)
NOMOR 52 TAHUN 1999 (52/1999)
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang : a. bahwa berhubung dengan perkenbangan dan

Mengi

kemaj uan Propinsi Nusa Tenggara Tinmur pada unumya dan
Kabupaten Flores Tinmur pada khususnya serta adanya aspirasi
yang ber kenbang dal am masyar akat di pandang perl u
meni ngkat kan penyel enggar aan peneri nt ahan, pel aksanaan
penbangunan, dan penbi naan Kkenmasyarakatan guna nenjanin
per kembangan dan kemaj uan di maksud pada masa nendat ang;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas
dan nenperhati kan perkenbangan jum ah penduduk, | uas
wi | ayah, potensi ekonom , sosial budaya, sosial politik, dan
meni ngkat nya beban tugas serta volume kerja di bidang
penyel enggar aan peneri nt ahan, penbangunan, dan
kemasyar akatan di Kabupaten Flores Tinmur, dipandang perlu
menbent uk Kabupat en Lenbata sebagai penekaran dari Kabupaten
Fl ores Tinur;

C. bahwa penbentukan Kabupaten Lenbata akan
dapat mendor ong peni ngkat an pel ayanan di bi dang
peneri nt ahan, penbangunan, dan kemasyar akat an, serta

menberi kan kemanpuan dal am peranf aat an potensi Daerah untuk
nmenyel enggar akan O onom Daer ah;

d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta
berdasarkan Undang-undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang
Pemeri nt ahan Daerah, penbentukan Kabupaten Lenbata harus
di t et apkan dengan undang- undang;

ngat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat
(1) Undang- Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang
Pemeri ntahan Daerah (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nonor 60, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3839);

3. Undang- undang Nonor 64 Tahun 1958, tentang
Penbent ukan Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Tinmur (Lenbaran Negara Republik
I ndonesi a Tahun 1958 Nonor 115, Tanbahan Lenbaran Negara

Nonor 1649);
4. Undang- undang Nonor 69 Tahun 1958 tentang
Penbent ukan Daer ah-daerah Tingkat |11 dalam W/ ayah Daerah

Tingkat | Bali, Nusa Tenggara *11618 Bar at dan Nusa
Tenggara Timur (Lenbaran Negara Republik 1ndonesia Tahun
1958 Nonmor 122, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1655);

5. Undang- undang Nonmor 4 Tahun 1999 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Pernusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwaki | an Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lenmbaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 1999 Nonor 24,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3811);



6. Undang- undang Nonor 25 Tahun 1999 tentang

Peri nbangan Keuangan antara Penerintah Pusat dan Daerah

(Lenmbaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 1999 Nonmor 72,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3848);
Dengan perset uj uan

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A

MEMUTUSKAN :

Menet apkan : UNDANG- UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
LEMBATA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dal am Undang-undang i ni yang di naksud dengan:

a. Daer ah adal ah Daerah O onom sebagai mana di maksud dal am Pasal
1 huruf i Undang-undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang
Pereri nt ahan Daer ah;

b. Kabupaten Flores Tinur adalah Daerah O onom sebagai nana
di mksud dal am Undang-undang Nonor 69 Tahun 1958 tentang
Penbent ukan Daer ah- daer ah Ti ngkat Il dalam w | ayah
Daer ah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur;

C. Pr opi nsi Nusa  Tenggara  Tinur adalah Daerah QG onom
sebagai mana di maksud dal am Undang- undang Nonmor 64 Tahun 1958
tentang Penbentukan Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Ti nur.

BAB ||
PEMBENTUKAN, BATAS W LAYAH, DAN | BUKOTA
Pasal 2

Dengan Undang-undang i ni di bentuk Kabupaten Lenbata dal am wi | ayah
Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur.

Pasal 3

Kabupat en Lenbata berasal dari sebagi an w | ayah Kabupaten Flores
Timur yang terdiri atas w | ayah:

a. Kecamat an Buyasuri

b. Kecamat an Oresuri ;

*11619 c. Kecamat an Lebat ukan;

d. Kecamatan |l e Ape;

e. Kecamat an Nubat ukan

f. Kecamat an At adei; dan

g. Kecamat an Nagawut un

Pasal 4

Dengan di bentuknya Kabupaten Lenbata, sebagian dimaksud dalam



Pasal 2, w layah Kabupaten Flores Timur dikurangi dengan w | ayah
Kabupat en Lenbata, sebagai mana di naksud dal am Pasal 3.

Pasal 5
(1) Kabupaten Lenbata nenpunyai batas w | ayah:
a. sebel ah utara dengan Laut Fl ores;
b. sebel ah timur dengan Sel at Al or;
C. sebel ah sel atan dengan Laut Sawu; dan
d. sebel ah barat dengan Sel at Bol eng dan Sel at Lanakera.

(2) Batas w layah sebagai mana di mnaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam peta yang nerupakan bagian tidak terpisahkan dar
Undang- undang ini .

(3) Penentuan batas Kabupaten Lenbata, secara pasti di |apangan,
sebagai mana di naksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri
Dal am Negeri .

Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Lenbata, sebagai mana di naksud
dal am Pasal 2 dan nenpunyai wlayah sebagai mana di naksud
dal am Pasal 3, Penerintah Kabupaten Lenbata waji b nenetapkan
Tata Ruang W/l ayah Kabupaten Lenbata, sesuai dengan
per at uran per undang- undangan.

(2) Penetapan Tata Ruang W/ ayah Kabupaten Lenbata, sebagai mana
di maksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak
terpi sahkan dari Tata Ruang W/ ayah Nasional, Propinsi, dan
Kabupat en/ Kot a.

Pasal 7

| bukot a Kabupaten Lenbat a ber kedudukan di Lewol eba.

BAB |11
KEVEENANGAN DAERAH
Pasal 8

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lenbata, Kewenangan Daerah
sebagai Daerah O onom nencakup seluruh kewenangan bidang

peneri ntahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang
politik l|uar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, nopneter
dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, sesua

dengan perat uran perundang- undangan.

(2) Kewenangan wajib, sebagainmana dinmaksud pada ayat (1),
terdiri atas pekerjaan umum kesehatan, pendidi kan dan
*11620 kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan
per dagangan, penanaman nodal, |ingkungan hidup, pertanahan,
koperasi, dan tenaga kerj a.

BAB |V
PEVMERI NTAHAN DAERAH
Pasal 9



Dengan terbentuknya Kabupaten Lenbata, dibentuk Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah Kabupaten Lenbat a, sesuai dengan peraturan
per undang- undangan.

Pasal 10

Untuk nmemnpin jalannya penerintahan di Kabupaten Lenbata,
di pili h dan di sahkan seorang Bupati dan Wakil| Bupati di Kabupaten
Lenbat a sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Untuk kel engkapan perangkat penerintahan di Kabupaten Lenbata
di bentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,
Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan |enbaga teknis
Kabupat en, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALI HAN
Pasal 12

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lenbata, pengi sian keanggot aan
Dewan Per waki | an Rakyat Daer ah Kabupat en Lenmbaga
di sel enggar akan nmel al ui pem | i han umum | okal
sel anbat - | anbatnya satu tahun sejak peresm annya, sesuai
dengan perat uran perundang- undangan.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lenbata
terdiri atas :

a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dari
part ai politik peserta pem | i han umum | okal yang
di | aksanakan di Kabupaten Lenbata; dan

b. anggota ABRI yang di angkat .

(3) Jumah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah Kabupaten Lenbata, sebagai nana di maksud pada
ayat (2), di t et apkan sesuai dengan per at uran
per undang- undangan.

(4) Dengan terbentuknya Kabupaten Lenbata, jum ah anggota Dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah Kabupaten Fl ores Tinmur disesuaikan
dengan jum ah penduduk Kabupaten Flores Tinmur setelah
di kurangi dengan jum ah penduduk Kabupaten Lenbat a.

Pasal 13

Pada saat terbentuknya Kabupaten Lenbata, Penjabat Bupati Lenbata
untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dal am Negeri atas nama
Presi den berdasarkan usul Gubernur Nusa Tenggara Ti nur.
*11621

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penyel enggaraan penerintahan di Kabupaten
Lenbata, maka Gubernur Nusa Tenggara Ti nur dan Bupati Flores
Ti mur, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-nasing
mengi nvent ari sasi dan nengatur penyerahan kepada Penerintah



Kabupat en Lenbata sesuai dengan peraturan perundang- undangan

a. pegawai yang karena |abatannya diperlukan ol eh
Peneri nt ah Kabupat en Lenbat a;

b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak
bergerak yang dimliki, dikuasai, atau dinmanfaatkan oleh

Penerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Penerintah
Kabupaten Fl ores Timur yang berada dal am Kabupaten Lenbat a;
C. Badan Usaha M 1ik Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
dan Kabupaten Flores Timur yang kedudukan dan sifatnya
di perl ukan serta kegi atannya berada di Kabupaten Lenbat a;

d. utang piutang Kabupaten Flores Tinur yang kegunaannya
unt uk Kabupat en Lenbata; dan

e. per | engkapan kant or, arsip, dokunent asi dan
per pust akaan yang karena sifatnya diperlukan ol eh Kabupaten
Lenbat a.

(2) Pel aksanaan penyerahan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
sel anbat - | anmbat nya harus disel esaikan dalam waktu satu
tahun, terhitung sejak diresm kannya Kabupat en Lenbat a.

Pasal 15

(1) Penbiayaan yang diperlukan akibat penbentukan Kabupaten
Lenbat a, sebagai mana di maksud dal am Pasal 2, di bebankan pada
Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Daerah Kabupaten Lenbat a.

(2) Untuk kel ancar an penyel enggar aan peneri nt ahan dan
penbangunan, terhitung sejak diresm kannya penbentukan
Kabupat en Lenbata, segala penbiayaan yang diperlukan pada
t ahun pertama sebel um dapat di susun Anggaran Pendapat an dan
Bel anj a Daerah yang bersangkutan di bebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Tinur
ber dasar kan peri nbangan hasil| pendapatan yang di perol eh dar
Kabupat en Lenbat a.

(3) Penerintah Propinsi Nusa Tenggara Tinur wajib nenbantu
penbi ayaan sebagai mana di maksud pada ayat (1) nelalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Timur selama tiga tahun berturut-turut terhitung
sej ak peresm annya.

Pasal 16

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Flores Tinur tetap berlaku bagi Kabupaten Lenbata,
sebel um di ubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang
ini.

*11622 BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat ber| akunya Undang-undang ini, sermua peraturan
perundang- undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini
di nyat akan tidak berl aku.



Pasal 18

Ketentuan Ilebih lanjut yang diperlukan sebagai pel aksanaan
Undang- undang ini, di at ur sesuai dengan per at ur an
per undang- undangan.

Pasal 19
Undang-undang ini nul ai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a.

Di sahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
BACHARUDDI N JUSUF HABI BI E

D undangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARI S NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.

MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1999 NOMOR 180
PENJ ELASAN
ATAS

UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOMVOR 52 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA

l. UMUM

Propi nsi Nusa Tenggara Tinur pada umumya Kabupaten Fl ores
Ti mur pada khususnya neskipun telah nenunjukkan kenajuan
dal am penyel enggar aan peneri nt ahan, pel aksanaan penbangunan,
dan penbi naan kemasyar akat an, dal am per kenmbangannya perlu
*11623 ditingkat kan sesuai dengan potensi, |uas w | ayah, dan
kebut uhan pada masa nendat ang.

Propinsi Nusa Tenggara Tinur nmenmpunyai W layah seluas
47.350, 70 knR. dengan sarana dan prasarana konuni kasi serta
transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di
Kabupat en Fl ores Timur bagian tinur.

Kabupaten Flores Tinmur nenpunyai wlayah seluas 3.079, 23



KnR. Dal am rangka menbant u t ugas penyel enggar aan
peneri nt ahan, pel aksanaan penbangunan, dan penbi naan
kemasyar akatan, dibentuk wlayah kerja Penbantu Bupati
Flores Timur w |l ayah Lenbata neliputi tujuh kecamatan yaitu
Kecamat an Buyasuri, Kecamatan Omesuri, Kecamatan Lebat ukan,
Kecamatan ||l e Ape, Kecanatan Nubat ukan, Kecamatan Atadei dan
Kecamat an Nagawut un

Per kembangan cal on Kabupaten Lenbata tersebut di atas,
dii kuti pula dengan peningkatan jum ah penduduk. Pada tahun
1996 penduduk berjum ah 83.691 jiwa, sedangkan pada tahun
1998 penduduk berjum ah 86.072 jiwa, dengan |aju pertunbuhan
penduduk rata-rata 1,42% per tahun. Hal ini nengakibatkan
bertanbahnya beban tugas dan volunme kerja dalam rangka
penyel enggar aan penerintahan, pel aksanaan penbangunan dan
penbi naan kenasyar akatan di cal on Kabupaten Lenbat a.

Secara geografis w | ayah kerja Penbantu Bupati Flores Tinur
Wl ayah Lenbata nenpunyai kedudukan yang sangat strategis
ditinjau dari segi politik, ekonom, sosial budaya, dan
pert ahanan keanmanan

Dal am per kenbangannya w | ayah kerja Penbantu Bupati Flores
Timur wilayah Lenbata tersebut telah nenunjukkan kemajuan
dal am penyel enggar aan peneri nt ahan, pel aksanaan penbangunan,
dan penbi naan kemasyar akat an serta kemanpuan unt uk
nmengenbangkan potensi wlayah yang ada, antara lain di
bi dang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan,
pet er nakan, pertanbangan, dan kehutanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan nenperhati kan aspirasi
masyar akat yang mulai berkenbang sejak tahun 1954 dan
sel anjutnya secara formal tertuang dalam Keputusan Dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 26
April 1999 Nonor 02/ DPRD/11/1999 tentang Persetujuan Dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah Kabupaten Flores Tinur atas Usul
Penbent ukan Kabupaten Lenbata, sebagai penekaran W1 ayah
Kabupaten Flores Tinmur naka penbentukan Kabupaten Lenbata
sebagai Kabupaten yang baru, sejalan dengan kebutuhan
penbangunan penerintahan di Propinsi Nusa Tenggara Tinur.

Dengan telah terbentuknya Kabupaten Lenbat a, wi | ayah
Kabupaten Flores Tinmur berkurang seluas w |ayah Kabupaten
Lenbata. W/ ayah kerja Penbantu Bupati Flores Tinur wlayah
Lenbat a di hapus. Penghapusan wi | ayah kerja Penbantu Bupati
*11624 Flores Timur wlayah Lenbata ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Dal am Neger i

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup jel as



Pasal 2

W ayah Kabupaten Lenbata adalah wlayah yang
sebel um di bentuk Kabupaten Lenbata nerupakan w | ayah kerja
Penbantu  Bupati Flores  Tinur wi | ayah Lenbata yang
ber kedudukan di Lewol eba.

Pasal 3
Cukup jel as

Pasal 4
Cukup j el as

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jel as
Ayat (2)

Peta sebagai mana di mnaksud dal am ayat ini adal ah
peta wlayah Kabupaten Lenbata dalam bentuk |anpiran
Undang- undang i ni .

Ayat (3)

Penetapan batas wlayah secara pasti ant ar a
Kabupat en Lenbata dan Kabupaten Flores Ti nur ditetapkan ol eh
Menteri Dal am Negeri setelah nenperti nbangkan usul Guber nur
Nusa Tenggara Tinmur yang didasarkan atas hasil penelitian,
pengukuran, dan penmatokan di | apangan.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jel as
Ayat (2)
Dal am rangka pengenbangan Kabupaten Lenbata,
sesuai dengan  pot ensi Daer ah, guna perencanaan dan

pel aksanaan penyel enggaraan penerintahan dan penbangunan
pada masa- nasa nendat ang khususnya, dan untuk pengenbangan
sarana dan prasar ana peneri nt ahan dan penbangunan,
di perl ukan adanya kesatuan perencanaan penbangunan.

Untuk itu, Tata Ruang W] ayah Kabupaten Lenbata
harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam
satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang W/ ayah Nasional,
Propi nsi, dan Kabupaten.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Lewol eba sebagai ibukota
Kabupat en Lenbat a adal ah sebagi an wi | ayah yang *11625
berada di Kecamat an Nubat ukan.
Pasal 8

Cukup jel as
Pasal 9

Cukup j el as

Pasal 10



Cukup jel as

Pasal 11

Penmbent ukan di nas-di nas Kabupaten dan | enbaga
teknis Kabupaten harus disesuai kan dengan kebutuhan dan
kemanpuan Kabupat en.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan partai politik peserta
pem | i han umum | okal adal ah partai politik peserta penilihan
umum t ahun 1999.
Huruf b
Yang di maksud dengan anggota ABR adal ah
Tentara Nasional |ndonesia dan Kepolisian Negara Republik
I ndonesi a.

Ayat (3)
Cukup jel as
Ayat (4)
Cukup j el as
Pasal 13
Penj abat Bupati Lenbata nel aksanakan tugas sanpai
dengan di sahkannya Bupati Lenbata hasil penmlihan Dewan
Perwaki | an Rakyat Daer ah Kabupat en Lenbat a.
Pasal 14
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Lenbata untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyel enggaraan
peneri nt ahan, pel aksanaan penbangunan, dan penbi naan

kemasyar akat an, di gunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
beserta perl engkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang
telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pel aksanaan
tugas Penbantu Bupati Flores Timur. Dalam rangka tertib
adm ni strasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan
dari Penerintah Propinsi Nusa Tenggara Tinmur dan Penerintah
Kabupat en Fl ores Ti mur kepada Penerintah Kabupaten Lenbat a.

*11626 Dem kian pula halnya Badan Usaha Mlik
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinmur dan Kabupaten Flores
Ti mur yang kedudukan dan kegi atannya berada di Kabupaten
Lenbata untuk nencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyel enggar aannya di serahkan ol eh Penerintah Propinsi Nusa
Tenggara Tinur, dan Penerintah Kabupaten Flores Tinur sesuai
dengan wewenang dan |ingkup tugasnya masing-nmasing kepada
Peneri nt ah Kabupat en Lenbat a.

Begitu juga utang piutang yang kegunaannya untuk
Kabupaten Lenbata, diserahkan pula nasing-nmasing kepada
Kabupat en Lenbat a.



Ber kenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut,

di buat kan daftar inventaris.
Ayat (2)

Yang di maksud dengan sej ak di resm kannya Kabupat en
Lenbata adal ah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Lenbata. Pel anti kan Penj abat Bupati Lenbata di dahul ui dengan
peresm an penbent ukan Kabupaten Lenbata ol eh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden Republik Indonesi a.

Setelah satu tahun peresm an Kabupten Lenbata,
Gubernur Nusa Tenggara Timur wajib nelaporkan pel aksanaan
penyer ahan sebagai mana di maksud pada ayat ini kepada Menteri
Dal am Negeri, untuk bahan penganbilan kebijakan |ebih

| anj ut.
Pasal 15
Ayat (1)

Yang di maksud dengan penbi ayaan adal ah penbi ayaan
unt uk penbangunan gedung per kant or an, rumah di nas,
per | engkapan kantor, sarana nebel dan sarana nobilitas serta
untuk biaya operasional, bagi kelancaran penyel enggaraan
peneri nt ahan, pel aksanaan penbangunan, dan penbi naan
kemasyar akat an.

Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)

Cukup j el as.
Pasal 16

Cukup jel as
Pasal 17

Cukup j el as
Pasal 18

Cukup jel as
Pasal 19

Cukup j el as

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A NOVOR 3901
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